PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I'l BANYUMAS
NOMOR 3  TAHUM 1995
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BINAS PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11 BANYUMAS

Menimbang a. bahwa dalam rangka me {aksanakan dan mewujudkan
otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab,
telah diserahkan sebagian urusan Pemerintah Propin-
si Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Perkebun-
an kepada Daerah Tingkat I1I sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992;

b. bahwa dengan ditetapkannyva Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 19%&4 tentang Pedoman Organisa-
si dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah dan dzlam
upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan peme-
rintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan
berhasilguna khususnya dalam bidang perkebunan,
maka perlu mengatur Perrbentukan, Susunan Organisasi
dan Tatakerja Dinas Perkebunan dengan Peraturan
Daerah.

Mengingat l. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben-
tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor /4 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tuahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republ:% Indonesia Nomor 3037) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1988,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373)3

k. Peraturan Pemerintah Nomor &5 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat
pada Daerah Tingkat 11 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneszsia Nomor 3487)




A)

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Noemor 39 Tahun 1992
tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah:

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan
Daerah Perubahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 97 Tahun 1993 «
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan
Wilayah; )

8. Keputusan Menteri Nalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994
tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas
Perkebunan Daerah; :

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Seba-
gian Urusan Pemerintahan di Bidang Perkebunan
kepada Daerah Tingkat I1;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat I1I Banyumas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1] BANYU-
MAS TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISAS! DAN
TATAKERJA DINAS PERKERUNAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas:

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
IT Banyumas;

¢. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 11
Banyumas;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Banyumas;

e. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas: '

f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Banyumas;




g. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Rerkebunan yang
mempunyai wilayah kerja meliputi 1 (satu) atau beberapa
kecamatan;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD

adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas Dlnas yang melaksa-
nakan tugas teknis tertentu;

i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak s€orang Pegawai Negeri Sipil
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya dida-

sarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta
bersifat mandiri.

BAB 11

PEMBENTUEKAN

‘ Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perkebunan.
BAB 111

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas Perkebunan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah
yang dibentuk berdasarkan penyerahan wurusan lebih lanjut

kepada Daerah sebagai wurusan rumah tangga di bidang per-
kebunan. '
‘ (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala
Daerah.
Pasal &4

Dinas Perkebunan mempunyai {tugas pokok

a. menyelenggarakan Urusan Rumah Tangza Daerah di bhidang per-
kebunan;

b. tugas pembantuan di bidang perkebunan dan tugas lain yang
diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.




Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi

a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan keb,i jaksanaan vang
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;

b. pelaksanaan bimbingan tehnis di bidang perkebunan;

¢. pelaksanaan pemberian 1izin dan perbinaan usaha sesuai dengan

tugasnya;
d. pelaksanaan penyuluhan perkebunan; i
e. pelaksanaan pengamanan tehnis sesuai dengan tugas pokok-
nya;

f. pelaksanaan penelitian dalam bidang perkebunan ;pesifik Daerah
sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan
khusus suatu daerah; ' 1

g. pelaksanaan pengujian tehnologi dalam rangka penetapan tek-
nologi anjuran :

h. pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas

i. pelaksanaan pengelolaan Unit Pelakszna Tehnis Dinas Perkebun-
ans;

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala
Daerah.

BAB IV

ORGANTISASII

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari
Kepala Dinas;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Pengembangan;

Seksi Produksi:

Seksi Penyuluhan;

Seksi Usaha Tani;

Seksi Perlindungan Tanaman;
Cabang Dinas;

Unit Pelaksana Tehnis Dinas}; i
Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dar . & (empat) Urusan, sedang-
kan masing-masing Seksi terdiri dari & (empat) Sub Seksi,
kecuzli Seksi Penyuluhan terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi.




(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

(&) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(5) Unit Pelaksana Tehnis Dinas dipimpin oleh seor%ng Kepala UPTD

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas. B

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga
Fungsional yang paling senior sehagai Ketua Kelompok dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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Bagian Kedu®%

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 4 dan 5.

¥
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Bagian Ketiga

| Sub Bagian Tata Useha

Fasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyail tugas melaksanakan urusan peren-
. canaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi

a. pelaksanaan penyusunan rancana., crogrém dan pelaporan serta
pembinaan organisasi dan tatalaksana:

b. pelaksanaan vengelolaan administragi kepegawaian;

¢. pelaksanaan pengelolaan administrgsi keuangan;

d. pelaksanaan pengurusan surat menyurat, kearsipan dan perleng-
kapan;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang déberikan oleh Kepala
Dinas.

o




Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari
Urusan Perencanaan;

Urusan Kepegawaian;

Urusan Keuangan;

Urusan Umum.
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{2) Masing-masing VUrusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,
analisis dan penyajian data statistik penyiapan bahan perumusan
rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas serta pembi-
naan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 12

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

i . .
penyusunan rencana Kkebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi
pegawal serta tata usaha kepegawaian.

Pasal 132

Urusan Keuangan mempunyai tugas me!aksanakan penyiapan bahan
penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembu-
kuan, perhitungan anggaran dan verificasi serta mengurus perben-
daharaan. .

Pasal 1#&

Uruysan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat,
kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat .

Seksi Pengembangan

'Pasal 15

Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Perkebunan di bidang pengembangan tanaman dan peles-
tarian sumber daya alam.




Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,

Seksi Pengembangan mempunyai fungsi

a. pelaksanaan identifikasi potensi lahan dalam rangka program
diversifikasi, intensifikasi., rehabilitasi dan perluasan/
peremajaan tanaman perkebunan:

b. pelaksanaan bimbingan penyiapan dan pemantapan lahan untuk
tanaman perkebunan;

¢. pelaksanaan perencanaan diversifikasi, intensifikasi, rehabi-
iitasi, perluasan/peremajaan tanaman perkebunan;

d. pelaksanaan tugas-tugas lain "~ yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

Pasal 17

(1) Seksi Pengembangan terdiri dari s
Sub Seksi Penyiapan dan Pemartapan Lahan;
. Sub Seksi Diversifikasi;
Sub Seksi Perluasan dan Perenajaan}
. Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi.

Qo oTwe

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1}
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seks! yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengembangan.
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Pasal 18
Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan merapunyai tugas melaksa-
nakan kegiatan penyiapan dan pemantapan lahan tanaman perkebunan.

Pasal 1%

Sub Seksi Diversifikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
dan bimbingan tehnis kegjatan diversifikasi tanaran, baik tanaman
perkebunan yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan
perkebunan.

Pasal 2C

Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan mempunyal tugas melaksanakan
bimbingan dalam ramgka perluasan dan peremajaan ténaman perkebun-
an.

Pasal =zl
Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabil itasi mempunyal tugas melaksa-

nakan pembinaan dan bimbingan tehnis dalam rangka fintensifikasi
dan rehabilitasi tanaman perkebunamn.




Bagian Kelima

Seksi Produksi

Pasal 22?2

Seksi Produksi mempunvai tugas melaksanakan'sebagian tugas Dinas
Perkebunan di bidang pembinaan produksi perkebunan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

Seksi Produksi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan Pengawasan pengadaan penyaluran benih dan bahan
tanaman, pembinaan penangkar beni}, pemeliharaan kebun induk;

b. pelaksanaan bimbingan dan pemaritauan kultur tehnis budidaya
tanaman tahunan;

¢c. pelaksanaan bimbingan dan pemantauan kultur tehnis budidaya
tanaman tahunan, termasuk tanaman tumpang sari:

d. pelaksanaan penyebaran prototipe, percobaan dan pengkajian
Penerapan penggunaan alat dan mesin pertanian;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

Pasal 24

(i) Seksi Produksi Terdiri dari :
a. Sub Seksi Bahan Tanaman;
b. Sub Seksi Tanaman Tahunan:
¢. Sub Seksi Tanaman Semusim;
d. Sub Seksi Alat dan Mesin.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksij Produksi.

‘

Pasal 25

Sub Seksi Bahan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan bimbingan

pengadaan benih/bahan tanaman, pengawasan mutu dan sertifikasi
benih/bahan tanaman serta melakukan b nbingan penangkar benih.

Pasal 26

Sub  Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan
te&hnis budidaya, penggunaan, sarana produksi, pengolahan dan
Pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka pening-
katan produksi tanaman tahunan.




Pasal 27

Sub Seksi Tanaman Semusim mempunvai tugas melaksanakan bimbingan
tehnisg budidaya, Penggunaan sarana produksi, pengolahan dan
Pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka pening-
katan produksi tanaman semusim.

Pasal 28

Sub Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas melaksanakan penyebaran
prototipe, alat dan mesin yang telah direkomendasikan, melaksana-
kan Percobaan dan pengkajian Penerapannya, melaksanakan
identifikasi Serta bimbingan dij bidang peralatan, mesin dan
sarana peﬁgolahan.

Bagian Keenam

Seksi Penvuluhan

Pasal 23

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Perkebunan di bidang penyuluhan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

a, pelaksanaan penyiapan pProgram, -metoda dan sistem kerja penyu-
luhan serta rekayasa sosial ‘dan ekonomi ;

b. pelaksanaan berencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketena-
gaan penyuluhan perkebunan;

¢. pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan kelembagaan petani;

d. pelaksanaan pPerencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan
pendayagunaan Sarana penyuluhan; s

¢. pelaksanaan perencanaan, pengaduin, pengelolaan dan bimbingan
Pengembangan materi penyuluhan;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

Pasal 31 é
(1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :

a. Sub Seksi Tata Penyuluhan; k7
b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga ican Sarana.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.




Pasal A2

Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelavanan
tehnis dan administrasi kepada pa'a Penyuluh Perkebunan dalam
penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda
dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu,
rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan
serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.

Pasal 23

Sub Seks@ Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun
rencana kebutuhan dan pendayagunaan Tenaga Penyuluh, ‘merencana-
kan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan
menyebarkan materi penyuluhan serta member ikan pelayvanan tehnis
dan administrasi kepada para Penyuluh dalam pembinaan dan pengem-
bangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani,
penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi
penyuluhan.

Bagian Ketu uh

Seksi Usaha Vani

Pasal 34

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Perkebunan di bidang usaha tani.

Pasal 35
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
Seksi Usaha Tani mempunvai fungsi @

:

a. pelaksanaan perencanaan, bimbingan, pengawasan pemanfaatan
sumber daya dan sarana usaha, pembinaan kelembagaan dan agro-
bisnis;

b, pelaksanaan pelayanan, perizinan dan informasi komoditi
potensial;

¢. pelaksanaan dan pengawasan mutu hasil olah dan penyampaian
informasi data/harga pasar;

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas. ‘

Pasal 36

]
!

(1) Seksi Usaha Tani terdiri dari :
a. Sub 3eksi Sumber Daya;
b. Sub Seksi Perizinan;
c. Sub Seksi Bimbingan Usaha}
d Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
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(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayvat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani.

Pasal 37
Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
bengawasan pemanfaatan sumber daya yang dikaitkan dengan analisis
dampak lingkungan.

Pasal 38
Sub Sekei Perizinan mempunyai- tugas melaksanakan pembinaan,
bimbingan dan pengawasan di bidang serkebunan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang—undangan Yang berlaku.

Pasal 39
Sub Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tuges melaksanakan bimbingan
di bidang kelembagaan dan agrobisnis, se«¢rta penyvebaran informasi
mana jemen usaha perkebunan.

Pasal 40
Sub Seksi Fengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan dan Peéngawasan serta penerapan tehnologi pengolahan
hasil, pengumpulan dan penyampaian informasi biaya produksi,

informasi pemasaran hasil perkebunan dan standarisasi mutu hasil
perkebunan.

Bagian Kedelapan

Seksi Perlindungan Tanaman

Pasal &4i

Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Perkebunan daiam bidang perlindungan tanaman per-
kebunan, )

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diinaksud dalam Pasal 41,

Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi

a. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penggunaan, penvaluran
dan penyimpanan bahan perlindungan taraman;

1



b. pelaksanaan pengamatan, peramalan, pengendalian dan eradikasi
organisme pengganggu tanaman;

¢. pelaksanaan pengujian pestisida dan residu pestisida yang
terkandung dalam tanaman, Jtanah dan air serta pemanfaatan
lahan dalam rangka konservasi;

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.
Pasal 43 y
(1) Seksi Perlindungan Tanaman terdiri dari
a. Sub Seksi Saransas Perlindungan Tanaman; s
b. Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan, Organisme Pengganggu
Tanaman;

c. Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
d. Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air.

L
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(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (})
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada «epala Seksi Perlindungan
Tanaman.

Pasal 44
Sub Sekéi Sarana Per!lindungan Tanaman mempunyai tugas melaksana-

kan pembinaan dan bimbingan penggunaan bahan dan peralatan
perlindungan tanaman.

Pasal 45

Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Or sanisme Pengganggu Tanaman
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam

kegiatan pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman
perkebunan. '

Pasal 46
Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai
tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian organisme
pengganggu tanaman perkehunan.

Pasal 47
Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas membuat

pedoman petunjuk operasional dan memberikan bimbingan perlindung-
an tanaman yang berkaitan dengan kele¢starian tanah dan air.

12




Bagian Kesembilan

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas

Pasal 48

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang <9Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Dinas diatur kemudian berdasarkan kriteria yvang
ditetapkan Menterij Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh

e
*

Kelompok  Jabatan Fungsional

Pasal 49

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pada Dinas
Perkebunan sesuai dengan keahlian bidang masing-masing;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dath dibagi dalam Sub-sub
Kelompok vyang masing-masing dioimpin oleh seorang Tenaga
Fungsional yang paling senior;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional ditantukan berdasarkan sifaf,
jenis dan beban kerjas;

(4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATAKER A

Pasa}l 50

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnva berdasarkan kebi jaksa-
naan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 51
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata
Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi, Kepala
Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas serta
Kelompok Jabatan Fungsional berkewajiban menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara

vertikal dan horisontal bajk dalam lingkungan masing-masing
maupun dengan instansi lain sesuai derngan tugas pokoknya.



Pasal 5%

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas
Perltebunan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, menaati
-Petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing dan menyampaikan laporan “erkala tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh nimpinan satuan organisasi
dari bawahan, - wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
pPenyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan
petunjuk-petunijuk kepada bawahan.

Pasal 53
Para Kepala Seksi, Kepala Cabang dan Fk:pala Unit Pelaksana Tehnis
Dinas pada Dinas Perkebunan dan Kétua Ilelompok Jabatan Fungsional
menyvampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan laporan
tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala
Kepala Dinas.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54 g
Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum
dalam lampiran, dan merupakan bagian tak terpisahkan darj
Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berla-
ku.

Pasal 56,
|
(1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi
diangkat dan diberhentikan oleh Fejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati Kepala Daerab atas usul Kepala Dinas.
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan

vang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 58
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati
Kepala Daerah. '
Pasal 59
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-

kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal! 31 Jenuari 1995;

41A

ARSONO

Disahkan cleh I e A
dengan Surat Keputusan Nomor ............
TaAn@EREL, « s v s va s v os s @ 0de s
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BAGAN SUSUNAN ORCANISAS! ' LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkai !l
DiNAS PERKEBUNAN Banyumes
Nomor @ 2 Tahan 1995

Tentang * Pembentukan Susunan Organisasi
dan Tatakerja Dinas Perkebunan
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 BANYUMAS
NOMOR .5 TAHUN 1995
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGAN1SAS1 DAN TATAKERIJA
DINAS PERKEBUNAN

PENJELASAN UMUM .

Dalam rangka pelaksanaan Feraturan Pemgrintah Nomor &5
Tahun 1992 +tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan
Titik Berat pada Daerah Tingkat 1!, maka Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 1992 telah menyerahkan sebagian urusan di bidang
perkebunan kepada Daerah Tingkat II di deé Tengah termasuk
Daerah Tingkat 11 Banyumas. _Dengan diserahkannya urusan
tersebut maka urusan perkebunan menjadi Urusan Rumah Tangga
Daerah Tingkat I1 Banyumas, yang penyelenggaraannya dilaksa-
nakan oleh Dinas Daerah. .

Selanjutnya dalam rangka upaya penataan kelembagaan
Dinas Daerah telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pecoman Organisasi Dinas Daerah
yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah. Dalam kaitan-
nya dengan Penyerahan Urusan di hidang Perkebunan, maka telah
ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994
tentang Pedoman Organisasi den Tatakerja Dinas Perkebunan
Daerah.

- Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka
Struktur Dinas Perkebunan ditetapkan dengan Pola Maksimal dan
Pola Minimal, dimana untuk Kabugaten Daerah Tingkat 1I Banyu-
mas ditetapkan dengan Pola Maksimal sebagaimana dituangkan
dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Oktober 1994
Nomor 061/3605/S3 perihal Pola Organisasi Dinas Daerah.




g

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka
meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya
dalam bidang perkebunan, maka Daerah Tingkat Il perlu segera
menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas

Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat Il dengan Peraturan
Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ¢ Cukup jelas.

Pasal 2 _ : Cukup jelas.
Pasal 3 ! Sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah

Daerah, Dinas Perkebunan bertugas
melaksanakan Penyvelenggaraan Peme-
rintahan dan Pembangunan di bi-
dang perkebunan. .

Pasal &4 dan 5 ¢ Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) huruf a : Cukup jzlas.
sampail i. ¢

Pasal 6 ayat (1) huruf j : Yang dimaksud * aengan Jabatan
Fungsional! adalah kedudukan yang
menun}ukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang Pegawal
Negeri Sipil dajlam suatu satuan
organisasi vang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian
dan atau keterampilan tertentu
serta bersifat mandiri.

Pembe xtukan Jabatan semacam ini
dimungkinkan berdasarkan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian disamping
adanya jabatan struktural.

Pembentukan Jabatan Fungsional
khususnyva © dalam rangka pengem-
bangan profesionalisme dan pe-
ngembangan Pegawai Negeri Sipil
serta peningkatan mutu pelaksanaan
tugas. ummum Pemer intahan dan Pem-

bangunan.




Pasal

6 ayat (2) s/d (6) :

Pasal 7 s/d 14

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

B I e 2 2 I

15 s/d 48

49 ¢

51

52 ayat (1)

52 ayat (2) dan (3):

53 s/d 59 ;

c:\perda\dfsbun

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Untuk keterangan jabatan fungsi-

onal lihat penjelasan Pasal 6 ayat
(1) ‘huruf j.

Disamping melaksanakan kebljaksa-
naan oleh Bupati Kepala Daerah
juga memperhatikan bimbingan tek-
nis fungsicnal dari Dinas Perke-
bunan Tingkat 1 Jawa Tengah.

Cukup jelas.

Pemberian bimbingan dan petunjuk
kepada bawahan dapat dilakukan
dalam bentuk tertylis atau lisan.
Laporhn dapat tertulis atau lisan
tergantung kebutuhan.

Cukup jelas. :




